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erdasarkan prakarsa masyarakat,

1 hak tradisional yang diakui dan
m pemerintahan Negara Kesatuan

‘adalah penyelenggaraan urusan
pentingan masyarakat setempat

Kepala Desa dibantu Perangkat

nyelenggara Pemerintahan Desa.
ang milik Desa yang berasal dari

dibeli atau diperoleh atas beban
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